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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam melakukan penataan Pedagang kaki lima yang ada di sepanjang jalan sungai Dama. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif. yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang deskripsi atau suatu keadaan secara subyektif atau obyektif penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.
Kesimpulan dari penelitian adalah Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda sudah sesuai aturan yang berlaku diantaranya penyediaan sarana dan prasarana bagi pedagang kaki lima, penertiban (sidak pasar), sumber daya manusia yaitu pembinaan pedagang kaki lima, sosialisasi. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak faktor penghambat yang menjadi kendala dalam implementasi penataan pedagang kaki lima seperti, kurangnya penyediaan sarana dan prasarana untuk para pedagang kaki lima, tindakan penertiban yang dilakukan kurang mendapatkan efek jera kepada pedagang kaki lima, program pembinaan yang hanya bersifat lisan dan tidak memberikan solusi kepada para pedagang kaki lima dan sosialisasi yang kurang dipahami oleh para pedagang kaki lima. Dengan demikian rumusan masalah didalam penelitian terjawab dengan baik.
Kata Kunci : Implementasi, Penataan, Pedagang
I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 19 Tahun 2001 dalam Pasal 3 yang berbunyi (1) pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima ditetapkan oleh Walikota, (2) Lokasi dan pengaturan tempat-tempat usaha pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota. (3) Penunjukan dan penetapan tempat-tempat usaha pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah lokasi milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain. Selanjutnya dalam Pasal 4
Ayat (1) menyebutkan “dimana setiap peda dalam Pasal 3 Ayat (1) peraturan ini, harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta keindahan disekitar tempat berdagang atau berusaha.

Namun Perda tersebut seakan tidak berlaku bagi para PKL yang berjualan disembarang tempat dan tidak memperdulikan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sempitnya lapangan pekerjaan di sektor formal, mendorong masyarakat beralih ke sektor informal yang salah satunya menjadi PKL. Masyarakat berpendapat akan sangat mudah untuk melakukan aktivitas tersebut. Membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan PKL dianggap sebagai solusi yang tepat, walaupun keuntungan yang didapat relatif rendah.

Diterangkan oleh Sub Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Bapak Bambang Irawan bahwa jumlah pedagang kaki lima (PKL) Pada Tahun 2017 di kota Samarinda mencapai lebih dari 2500 (PKL) yang sebagian besarnya adalah merupakan warga pendatang. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan penertiban yakni kembalinya PKL yang sudah ditertibkan dan direlokasi ke tempat semula. Hal ini mengindikasikan bahwa lokasi tersebut mempunyai daya tarik dan potensi yang besar untuk ditempati oleh PKL.

Persoalan Pedagang Kaki Lima PKL merupakan persoalan bersama yang harus diselesaikan. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dari pemerintah daerah, para PKL, dan masyarakat. Koordinasi tersebut diwujudkan dengan adanya dialog yang memperbincangkan persoalan-persoalan PKL serta bagaimana penataan dan pengaturannya, sehingga keberadaan PKL di tiap daerah bisa menunjang perekonomian masyarakat daerah. Keberadaan PKL juga diharapkan tidak merusak atau menurunkan kualitas lingkungan hidup yang ada disekitarnya agar dapat tercipta tata ruang yang mempertahankan ekosistem lingkungan fisik maupun sosial yang ada di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan adanya penataan dan penertiban bagi PKL untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota yang optimal, dalam hal ini menyangkut aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan itu sendiri.

Selain itu, di Kota Samarinda sebagian besar PKL menawarkan berbagai barang dagangan di trotoar sebagai kawasan ruang publik. karena hal tersebut para pejalan kaki telah terganggu atau terenggut haknya untuk berjalan kaki di atas trotoar, karena telah dipenuhi oleh PKL yang menjajankan berbagai barang dagangannya. Trotoar sebagai kawasan ruang publik menjadi hilang fungsinya dengan keberadaan PKL yang berada di sekitarnya.

Selain permasalahan di atas, keberadaan PKL juga dapat berdampak pada kesehatan masyarakat seperti adanya limbah cair dan padat sebagai dampak dari PKL. Sebagai contoh, PKL yang bergerak di bidang usaha makanan pada umumnya akan membuang sisa makanan dan minuman di tempat umum. Dari sisi lokasi dan letak, keberadaan PKL yang kurang tertata mengganggu eksistensi ruang terbuka hijau dan lalu lintas kendaraan yang berlalu lalang.

Banyak kasus yang mendasari keberadaan PKL terhadap fungsi tata ruang kota. Di satu sisi, para PKL tetap ingin menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, tetapi ada sisi lain perlu adanya perwujudan penataan fungsi tata ruang kota yang memperhatikan aspek lingkungan secara optimal. Dalam hal ini berarti diharapkan para PKL tetap berjualan menjalankan usahanya untuk mendapatkan penghasilan mereka sehari-hari, tetapi tidak mengganggu optimalisasi fungsi tata ruang yang ada. Sebagai contoh banyak PKL yang berjualan di trotoar sehingga pejalan kaki terenggut haknya tidak dapat menikmati fasilitas umum yang ada dan keselamatannya terganggu. Selain hal tersebut banyak PKL yang tidak memperhatikan kondisi kebersihan di sekitar tempat berjualan, sehingga menyebabkan lokasi tersebut terlihat kotor atau kumuh.

Banyak dari PKL mengalami kondisi dilematis. Di satu sisi, mereka ingin berjualan di tempat yang strategis sehingga akan lebih mudah mendapatkan keuntungan, tetapi lokasi strategis tersebut mengganggu fungsi tata ruang kota yang ada, yang berkaitan dengan ketersediaan fasilitas ruang publik yang teganggu. Pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintahan akan berbenturan kuat dan menimbulkan friksi diantara keduanya. 
Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang umumnya tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang harus di hadapi diantaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, kemudian ditambah dengan berbagai aturan seperti adanya PERDA yang melarang keberadaan mereka. Melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya semua tindakan pemerintah didasarkan atas kepentingan masyarakat atau ditujukan untuk kesejahteraan rakyat atau dalam hal ini harus didasarkan pada asas oportunitas. Oleh karena itu dari pihak Pemerintah Daerah berupaya untuk menata keberadaan PKL yang berjualan di sekitar ruang publik.
II. PERMASALAHAN

“Bagaimana Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda”?
III. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  Penelitian  Deskriptif  yaitu  suatu  metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang deskripsi atau suatu keadaan secara subyektif atau obyektif penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.
Secara harfiah, Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.
Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis dan model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B.Milles dan Michael Huberman dalam Sugiyono (2014:92), bahwa dalam analisis data deskriptif mencakup:
1. Pengumpulan data, yaitu data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian. 
2. Penyederhanaan data (data reduction), adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dengan membuat abstraksi mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan. 
3. Penyajian data (data display), sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan informasi atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membentuk untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarahkan pada analisa atau tindakan lanjut berdasarkan pemahaman. 
4. Penarikan kesimpulan (conclution darwing), adalah merupakan langkah terakhir meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam bentuk pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam perjalanan sejarahnya mengalami  pengembangan  dan  perubahan  kelembagaannya  dengan  beberapa tahapan sebagai berikut :
1. Pada tahun 1995 bernama Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda. 
2. Pada tahun 2012 berubah menjadi tipe A. atau setara dengan dinas, dan bernama Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Perwali Kota Samarinda Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda. 


Sejak berdirinya  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Samarinda, telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan, yaitu :

1. Bapak. Abdul Hair, masa jabatan 1998 - 2010. 
2. Bapak. Rijani, masa jabatan 2010 - 2011. 
3. Bapak. Komisaris Polisi, H. Ruskan, SH, MH, masa jabatan 2011- 2013. 
4. Bapak. Dr. Ibnu Araby, MM.Pd, masa jabatan 2013 - 2015. 
5. Bapak. Drs. Makmun Andi Nuhung, M.Si, masa jabatan 2015 - 2016.

6. Bapak. Dr. Aji Syarif Hidayatullah, S.Sos, M.Psi masa jabatan 2016
7. Bapak. Ajun Komisaris Besar Polisi, H. Ruskan, SH, MH, masa jabatan 2017 sampai saat ini.
4.2.  Hasil Penelitian
Seperti telah diuraikan pada bab terdahulu bahwa penelitian ini hanya menggunakan satu variabel atau variabel tunggal, yaitu variabel Penataan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Penataan Pedagang Kaki Lima di lingkungan Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Samarinda.

Indikator-indikator Efektivitas Pelayanan Publik yang diteliti di dalam penelitian ini meliputi :

1. penyediaan sarana dan prasarana bagi pedagang kaki lima
2. Penertiban
3. Sumber Daya Manusia Yaitu Pembinaan
4. Sosialisasi
Pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan Draft Wawancara.
4.2.1. Penataan

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Pedagang Kaki Lima
Dalam rencana penataan PKL yang dilaksanakan oleh Satpol PP selaku pihak yang menangani penataan PKL untuk menjamin kelancaran penataan maka pemda beserta pihak terkait yaitu Satpol PP sudah berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk para pedagang.
Berdasarkan  hasil  wawancara  mengenai  sejauh  mana  penataan  PKL AKBP H. Ruskan,SH.,MH mengatakan :
“sejauh ini penataan PKL yang berada di sepanjang jalan sungai dama bisa dibilang masih belum maksimal untuk dapat dipindahkan ke tempat yang bisa dijadikan tempat untuk berjualan oleh para PKL karena sarana dan prasarana yang disediakan belum memenuhi keinginan para PKL tersebut ”(wawancara pada tanggal 02 Mei 2018)”.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  diatas  diketahui  bahwa  penataan  yang dilakukan masih belum maksimal karena terkendala masalah sarana dan prasaran yang tidak memenuhi keinginan para PKL.
b. Penertiban (Sidak Pasar)
Dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima ada hal-hal yang harus dipatuhi oleh anggota Satpol PP yaitu memberikan penyuluhan untuk tidak bekerjasama dengan pedagang, melakukan tindakan kekerasan seperti membentak apalagi sampai memukul, hal ini bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan seperti instruksi yang diberikan kepada mereka untuk lebih melakukan  pendekatan  secara  persuasif  dimana  sebelum  menangkap  atau menertibkan anggota Satpol PP harus terlebih dahulu menanyakan identitas diri Pedagang Kaki Lima.
Komunikasi  anggota  Satpol  PP  dengan  Pedagang  Kaki  Lima  sebelum melakukan  penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  dapat  dilihat  dari  setiap  anggota saling
respon   yang   ditunjukan   pedagang   saat   dijalankannya penertiban dilapangan. Komunikasi antara anggota dan pedagang ini menjadi faktor penting agar pihak Satpol PP dapat mencapai hasil kerja yang lebih baik. 

Berdasarkan  hasil  wawancara  mengenai  rencana  penertiban  menurut AKBP H.Ruskan,SH.,MH mengatakan :

“sebelum kami melakukan penertiban pastinya selalu ada rencana yang dibuat supaya situasi dilapangan saat penertiban berlangsung kondusif dan aman agar para PKL dapat memahami dan mengerti bahwa mereka sudah melanggar aturan perda yang dibuat oleh pemerintah, karena itu kami selalu memberikan himbauan atau surat peringatan sampai 3x kepada para PKL sebelum dilakukan tindakan penertiban ” (wawancara pada 02 Mei 2018)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa Satpol PP selalu membuat rencana dalam melakukan penertiban PKL.
4.2.2 Pembinaan
a.
Sumber daya Manusia Yaitu Pembinaan
Pembinaan PKL berkaitan dengan permasalahan ekonomi para PKL, oleh karena itu pembinaan harus selaras dengan upaya mengembangkan Kota Samarinda sebagai pusat jasa dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan, tujuan misi ini antara lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya ekonomi kerakyatan. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai misi  ini  antara  lain  adalah  pengembangan  ekonomi  kerakyatan.  PKL  tumbuh berkembang karena usahanya yang sederhana tanpa birokrasi yang berbelit-belit, modal  yang  dibutuhkan  relatif  kecil,  dan  tidak  memerlukan  pendidikan  yang tinggi  mengundang  berbagai  persoalan  dilematis,  misalnya  dalam  melakukan kegiatan usahanya, PKL memanfaatkan ruang dan waktu semaksimal mungkin. Antara lain dengan memanfaatkan trotoar dan emperan toko, bahkan juga bahu-bahu  jalan,  sehingga  mengganggu  para  pengguna  jalan,  belum  lagi  masalah kebersihan, ketertiban, penyebab lingkungan kumuh dan kotor karena tidak jarang PKL menggunakannya tempat usahanya sebagai tempat tinggal.
Berdasarkan
hasil   wawancara   mengenai   Pembinaan   PKL   AKBP H.Ruskan,SH.,MH mengatakan :
“pembinaan PKL sebagai bagian dari kebijakan public jadi ya harus menimbulkan hasil yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu kebijakan itu harus mengabdi pada kepentingan masyarakat, sebagai serangkaian tindakan yang direncanakan, ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat ” (wawancara pada tanggal 02 Mei 2018).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan dalam penataan PKL sangat diperlukan karena mempunyai tujuan tertentu agar semua kepentingan masyarakat dapat terpenuhi baik untuk pemerintah maupun PKL.
b. 
Sosialisasi
Dalam  melakukan  penataan  biasanya  satpol  pp  selalu  memberikan  sosialisasi kepada para PKL. Satpol PP melakukan kunjungan door to door ke tempat PKL,  serta  diskusi  terbuka  dengan  para  PKL  terutama  dalam mensosialisasikan penataan pedagang kaki lima agar tidak mengganggu tata ruang kota.

Berdasarkan
hasil   wawancara   mengenai   sosialisasi   PKL   AKBP H.Ruskan,SH.,MH mengatakan :

“Komunikasi yang kita bangun dengan PKL adalah komunikasi langsung di lapangan itu yang pertama, kita datang ke lokasi untuk melakukan pembenahan dan mengetahui kekurangan PKL, kemudian kita sosialisasi di Dinas dengan mengundang para PKL untuk memberikan pemahaman kepada para PKL tentang kebijakan Pemkot, apa yang perlu PKL laksanakan di lapangan sesuai dengan ketetapan tata ruang kota ” (wawancara pada tanggal 02 Mei 2018)
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukansosialisasi satpol pp melakukan pendekatan secara persuasif  dan mengajak para PKL untuk mendapatkan sosialisasi agar paham tentang kebijakan perda yang dibuat oleh pemkot pemkot.
4.3. Analisis dan Pembahasan

Dari pembahasan yang sudah kita lihat diatas adalah bahwa dalam implementasi penataan PKL masih belum bisa dikatakan maksimal karena dalam pelaksanaannya masih ditemukannya banyak masalah dari penyediaan sarana dan prasarana yang belum memenuhi keinginan para pedagang, tindakan penertiban yang dirasa masih belum berhasil untuk membuat jera pedagang, Sumber daya Manusia yang tidak dibina dengan baik serta kurangnya pemahaman sosialisasi yang diberikan oleh Satpol PP kepada para PKL

5.1. Kesimpulan

 Berdasarkan penelitian dilapangan Implementasi Penataan Pedagang Kaki  Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dapat disimpulkan Bahwa :
1. Implementasi penataan pedagang kaki lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda sudah sesuai dengan aturan yang berlaku diantaranya penyediaan sarana dan prasarana bagi pedagang kaki lima, Penertiban (sidak pasar), sumber daya manusia yaitu pembinaan pedagang kaki lima dan sosialisasi. Namun dalam pelaksanaannya masih ada banyak kekurangan dalam melakukan penataan PKL sehingga satpol PP masih harus bekerja keras untuk mencapai tujuan penataan PKL yang diinginkan. 
2. Penataan yang dilakukan sudah cukup bagus sesuai dengan aturan perda yang sudah dibuat mungkin hanya saja mungkin masih memerlukan banyak waktu dalam mencapai tujuan penataan PKL yang diinginkan. 
3. Penyediaan sarana dan prasarana sudah disediakan oleh pemerintah namun masih ada PKL yang tidak ingin pindah karena tempat yang disediakan tidak sesuai dengan keinginan mereka. 
4. Penertiban sering dilakukan oleh pihak Satpol PP dengan memberikan surat peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali dan bila tidak tanggapi maka Satpol PP akan mengambil tindakan pembongkaran berdasarkan surat perintah.
5. Pembinaan yang diberikan masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya karena hanya sebatas mengarahkan para PKL untuk berjualan pada tempat yang diperbolehkan untuk jualan. 
6. Sumber daya manusia yaitu pembinaan pedagang kaki lima sudah dilaksanakan walaupun masih ada PKL yang tidak kooperatif dalam menanggapi pembinaan tersebut. 
7. Sosialisasi kepada para PKL dilakukan secara berkomunikasi langsung kepada para PKL untuk mengetahui apa saja yang menjadi kekurangan dalam penataan PKL
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